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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pada akhir penelitian ini, maka penulis menyimpulkan:

1. Pelaksanaan gadai tanah pertanian di nagari talu tidak sesuai dengan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan masyarakat beranggapan
bahwa gadai tanah pertanian harus ditebus, maka selama pinjaman itu belum

dilunasi tanah pertanian tersebut masih menjadi hak penerima gadai.

2. Kendala dalam pelaksanaan gadai Tanah Pertanian di Nagari Talu
Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat yaitu masyarakat tidak

mengetahui ketentuan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960.

3. Untuk mengatasi kendala pelaksanaan gadai tanah petanian di nagari Talu
Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat yaitu perlu adanya
sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional mengenai Undang-Undang
nomor 56 Prp tahun 1960 untuk memberikan pemahaman hukum kepada

masyarakat khususnya dalam masalah gadai tanah.
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B. Saran

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka dapat penulis memberikan

masukan atau saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

1.

Diharapkan kepada Masyarakat untuk dapat melaksanakan gadai tanah
pertanian sesuai dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan hukum
Nasional yang mengatur tentang masalah gadai dan tidak lagi melakukan
gadai tanah secara adat atau kebiasaan yang telah berlangsung lama karena
akan menjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

Diharapkan kepada Badan Petanahan Nasional untuk dapat melakukan

sosialisasi terkait Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960.

. Diharapkan kepada Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari untuk

dapat merumuskan cara mengatasi persoalan gadai tanah pertanian yang

sudah terjadi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun.
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